BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR |G TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Aceh

Mengingat :

-

Besar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Besar Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran
2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2024;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar
di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 799);

21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 58);

23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 4);

24.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024
Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
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1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah ................ Rp 151.682.250.109,14
b. Pendapatan Transfer ..................... Rp 1.683.963.651.606,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah ...... Rp 26.443.061.313,00
Jumlah Pendapatan ...................... Rp 1.862.088.963.028,14
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai ...........ccceuene.e. Rp 565.881.118.537,00
2) Belanja Barang dan Jasa ............ Rp 431.330.932.829,00
3) Belanja Subsidi ........cccceenenenenen.n. Rp 574.500.000,00
4) Belanja Hibah .........c.cccceviiennnnee. Rp 113.595.001.299,00
5) Belanja Bantuan Sosial .............. Rp 16.748.022.779,00
Total Belanja Operasi ................ Rp 1.128.129.575.444,00
b. Belanja Modal
1) Belanja Tanah ..........ccccceveennene. Rp 0,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin ...... Rp 43.187.950.225,00

3) Belanja Gedung dan Bangunan... Rp 56.043.106.370,00
4) Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan... Rp  54.547.911.303,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya......... Rp 8.379.450.675,00
Total Belanja Modal.................... Rp 162.158.418.573,00
c. Belanja Tidak Terduga
1) Belanja Tidak Terduga................
N Rp 172.050.892,00
Total Belanja Tidak Terduga........ Rp 172.050.892.00
d. Belanja Transfer
1) Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota
LV, DICEEL i 5 1 evsonasinmn 12 susnomnasivs s
2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Rp 13.245.870.885,00
Kabupaten/Kota Kepada
Pemerintah Desa..........c............
3) Belanja Bantuan Keuangan Rp 2.499.705.381,00
Daerah Provinsi atau Kabupaten
Kota kepada Desa.......................
Total Belanja Transfer............... Rp 554.166.509.057,00
Jumlah Belanja............cceeeeuenennnn. Rp 569.912.085.323,00

Rp 1.860.372.130.232,00

3. Pembiayaan

B PENBTIIIEEIY ¢ 2 i on snmussin i s smmmmosonie « wmien Rp 76.620.025.645,22
b. Pengeluaran................cccocuveuenenn... Rp 500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto.............. Rp 76.120.025.645,22
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan.........cccccvevvuunn.n.. Rp 77.836.858.441,36
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran.
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Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran [.1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Agustu$ 2025 M
& Rabiul Awal 1447 H
dBUP

CEH BESAF“

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 AgustuS 2025 M
¢ RabMl Awal 1447 H

BUPATEN ACEH BESAR

AL

BAHRUL JAMIL

- SEKRETARIS DAERAH J

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025 NOMOR.\%




